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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif 

legalisasi dan perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta meninjau kesesuaiannya 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perspektif 

hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada 

maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten 

Sleman sebagai daerah wisata dan pendidikan, yang menimbulkan 

berbagai dampak sosial, kesehatan, dan moral, khususnya bagi generasi 

muda. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-

undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia, literatur hukum, serta 

dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait 

di Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 

untuk menilai kesesuaian norma hukum serta aplikasinya dalam praktik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, 

pengaturan perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Perda 

Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 pada prinsipnya telah sesuai 

dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta 

memberikan kepastian hukum melalui mekanisme legalisasi terbatas, 

pembatasan lokasi penjualan, dan pengawasan yang ketat. Namun, apabila 

ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan 

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol, kebijakan 

perizinan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip 

syariah yang melarang produksi, distribusi, dan perdagangan minuman 

beralkohol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pendekatan antara hukum positif yang menekankan kepastian hukum dan 

pengendalian administratif dengan hukum Islam yang menitikberatkan 

pada perlindungan kemaslahatan dan larangan khamr. 

 

Kata kunci: minuman beralkohol, perizinan, peraturan daerah, 

hukum ekonomi syariah, Fatwa MUI. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze normatively the legalization and licensing of 

alcoholic beverage sales as regulated in Sleman Regency Regional 

Regulation Number 8 of 2019 on the Control and Supervision of Alcoholic 

Beverages, and to examine its conformity with higher-level regulations as 

well as the perspective of Islamic economic law. The background of this 

research is based on the increasing circulation and sale of alcoholic 

beverages in Sleman Regency as a tourism and educational area, which 

raises various social, health, and moral concerns, particularly among 

young people. 

The research employs a normative juridical method using statutory and 

conceptual approaches. Data were collected through literature review of 

laws and regulations, the Indonesian Ulama Council (MUI) fatwas, legal 

literature, and supported by field data obtained through interviews with 

relevant local authorities. The data were analyzed using a descriptive 

qualitative approach to assess legal conformity and practical the 

application. 

The results indicate that from the perspective of positive law, the licensing 

regulation of alcoholic beverage sales under Sleman Regency Regional 

Regulation Number 8 of 2019 is generally in accordance with Presidential 

Regulations and Ministerial Regulations on trade, and provides legal 

certainty through a system of limited legalization, location restrictions, 

and strict supervision. However, from the perspective of Islamic economic 

law, particularly based on MUI Fatwa Number 11 of 2009 concerning 

Alcohol, such licensing policies are not fully aligned with Islamic 

principles that prohibit the production, distribution, and trade of alcoholic 

beverages. This study concludes that there is a normative tension between 

positive law, which emphasizes legal certainty and administrative control, 

and Islamic law, which prioritizes public welfare (maslahah) and the 

prohibition of khamr. 

 

Keywords: alcoholic beverages, licensing, regional regulation, Islamic 

economic law, MUI fatwa 
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MOTTO 

 

 

”Biasakan Menomorsatukan Allah, jadikan orang lain terhormat” (Bapak KH. 

Jalal Suyuti S.H) 

 

 

Diatas Sang Maha Daya semua kendali terambil alih Jikalau kau keluhkan, 

dengung sumbang yang menggangu 

Buka lagi visimu, kau tahu mana urutan satu. (33x - Perunggu) 

 

 

Pelan pasti ku kabulkan, Segala catatan harapmu Tentang masa depan, tentang 

masa terang 

Kebul jalan kuterjang 

 

(Gemilang - Perunggu) 

 

 

Dunia boleh saja menahanku, Atau perlahan bongkar mimpiku Dunia boleh 

saja melawanku, Kupunya doa Ibu. 

(Tapi - Perunggu) 

 

 

Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita, yang mereka 

Ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri 

walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat 

banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa 

Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B be ب

 Ta‘ T te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa‘ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 ’Nun N en ن

 Waw W w و

 Ha’ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

 ditulis muta’addidah دةَِّ'مُتعََد  ِّ

ِّ ّ  ّ  ditulis ’iddah عدَّة'
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C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

كْمَةِّ  ditulis ḥikmah ح  

لَّةِِّّ  ditulis ‘illah ع  

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

ل  يَاء  ِّ -ditulis Karāmah al كَرَامَةُِّالْوَْْ

Auliyā’ 

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan 

ḍammah ditulis t atau h. 

 

 ditulis Zakāh al-Fiţri زَكَاةُِّالْف  طْر  ِّ

 

D. Vokal Pendek 

 

-----َِّّ ---- Fatḥah ditulis a 

-----ِّ ّ  ّ ---- Kasrah ditulis i 

-----ُِّّ ---- Ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

 

Fatḥah + ya’ mati غيرهم ditulis ai: Gairihim 

Fatḥah + wawu mati قول ditulis au: Qaul 

 

F. Vokal Rangkap 

Fatḥah + ya’ mati غيرهم ditulis ai: Gairihim 

Fatḥah + wawu mati قول ditulis au: Qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدتِّ

 ditulis la’in syakartum لإنِّشكرتمِّ

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah. 

 ditulis Al-Qur’ān القرآنِّ

 ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis ar-Risālah الرسالةِّ

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi أهلِّالرأيِّ

 ditulis Ahl as-Sunnah أهلِّالسنةِّ

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, 

zakat dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan 

oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh 

Jinayah dan sebagainya. 



xv 
 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بِسْمِ ٱلَّلِ  ٱلرَّحْمَٰـنِ ٱلرَّحِيمِ أمشْهمده أمنْ لمم إِلمهم إِلَّم الله

ِ 'ل عملمى سميِ'دِنَم همحممَّ „د ومعملمى آلِ سميِ'دِنَم همحممَّ „د   امللَّ ههمَّ صم

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat, kemudahan, dan hidayah kepada makhluk-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif 

Terhadap Legalisasi Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Perda Kabupaten 

Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol)”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalani hidup di 

dunia dan di akhirat. 

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya 

skripsi ini dengan sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. 

Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan calon 

peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan 

penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik. 

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan  segala  

kerendahan  hati  penyusun  menyampaikan  ucapan terimakasih dan penghormatan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya 

kepada: 
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Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

sehingga penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang 

membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini 
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dapat memberikan manfaat positif khususnya di bidang ilmu pengetahuan 

hukum pidana baik pada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

maupun masyarakat luas. 

Yogyakarta, 13 Mei 2026 

 

 

 

Asnan Khabib Ramadhan  

NIM. 22103080113 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Jual beli dalam Islam diatur dalam satu bab tersendiri. Bahkan dalam bab 

muamalah jual beli berada pada posisi pertama Jual beli merupakan 

perbuatan halal dalam agama Islam, bahkan Islam juga menganjurkan kita 

untuk mencari rezeki, salah satunya yaitu dengan cara jual beli. Dalam 

perspektif Islam, Jual beli adalah suatu transaksi yang memiliki landasan 

etika, moral, dan hukum yang jelas, dengan tujuan utama untuk memberikan 

manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. 

Syariah Islam memberikan kebebasan, keluasan dan keluasaan gerak 

bagi kegiatan usaha umat Islam. Tentu saja kegiatan usaha itu diniatkan 

dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezaki yang halal, melalui 

bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa 

melangar ajaran Islam.1 Ajaran Islam jual beli bukan hanya sekadar 

transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial yang 

mendalam. Prinsip-prinsip dasar dalam jual beli Islam mengutamakan 

keadilan, kejujuran, dan keridhaan Allah SWT. 

Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang sangat detail 

mengenai tata cara dan syarat-syarat sahnya jual beli, serta menjelaskan 

 
 1 Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra, “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang 

Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah),” Syarikat: Jurnal Rumpun 

Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): 98. 
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perilaku yang harus dihindari agar transaksi tersebut tidak merugikan salah 

satu pihak atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Pada hakikatnya, 

Islam tidak melarang adanya jual beli selama jual beli tersebut tidak 

mengandung mafsadat dan termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam.2 

Secara umum, jual beli adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan 

pertukaran barang atau jasa dengan barang lain yang mempunyai nilai jual 

atau uang, dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang disetujui 

oleh kedua belah pihak. 

Jual beli mempunyai arti ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatanya dan bukan pula kelezatannya yang mempunyai daya tarik 

penukarannya. Tetapi barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah 

diketahui terlebih dahulu.3 Jual beli yang haram adalah jual beli yang 

melibatkan barang haram, salah satunya jual beli khamar, jual beli yang 

dilarang di dalam Islam karena khamar bersifat memabukan. menghormati 

akal sebatas kepada penjagaan kestabilitas akal untuk tidak termasuk 

mengidap gangguan jiwa atau hilangnya kesadaran4, Tetapi jual beli yang 

melibatkan khamar dianggap tidak sah dalam persepektif hukum Islam 

karena bertentangan dengan menjaga akal dan melindungi masyarakat dari 

dampak negatif yang ditimbulkan. Khamr dalam istilah bahasa Arab yang 

merujuk pada minuman yang dapat menyebabkan mabuk. Secara harfiah, 

khamr berarti sari buah anggur yang memiliki efek memabukkan. 

 
 2 Fajarwati Kusuma Adi, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 2 No. 1 (2021), Hlm. 93. 

 3 Satjipto Rahardjo. Hukum dan masyarakat. S Rahardjo.2006. hlm 72. 

 4 Affandi Wijaya, “Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Quran Dan Kesehatan,” Fakultas 

Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, 72. 
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Namun, dalam konteks syariat Islam, khamr tidak terbatas hanya pada 

sari anggur, tetapi mencakup segala jenis zat yang dapat memabukkan, baik 

dalam jumlah sedikit maupun banyak, yang bisa berasal dari berbagai bahan 

seperti anggur, gandum, kurma, dan lainnya. Dalam Islam, keharaman 

khamr dengan tegas dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Intinya, setiap 

minuman atau zat yang dapat menyebabkan mabuk, tidak peduli dari bahan 

apa pun asalnya, dianggap sebagai khamr. Bahkan jika suatu minuman tidak 

mengandung alkohol tetapi dapat memabukkan, minuman tersebut tetap 

dikategorikan sebagai khamr. Sebaliknya, minuman beralkohol yang 

dikonsumsi dalam jumalah besar kadar alkohol diatas 5% juga akan 

mengakibatkan mabuk. Oleh karena itu, khamar dilarang Islam. 

Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik, akal, dan 

moralitas individu, serta untuk mencegah kerusakan kesehatan yang 

disebabkan mengkonsumsi zat yang memabukkan. Hal ini sesuai dengan 

tujuan syariat untuk menjaga umat dari bahaya tersebut.5 Minuman 

beralkohol adalah minuman yang mengandung senyawa etanol atau etil 

alkohol (C₂H₅OH). Etanol ini dihasilkan dari bahan-bahan pertanian yang 

kaya akan karbohidrat, seperti gandum, jagung, atau buah-buahan, melalui 

proses fermentasi. Proses fermentasi ini dapat dilanjutkan dengan proses 

destilasi. Fermentasi menghasilkan alkohol melalui pemecahan gula oleh 

 
 5 Latifah Mohd Noor dkk., “Latifah Mohd Noor et al., ‘Alkohol The Malaysian Journal of 

Islamic Sciences 23, no. November 2017 (2018): 98.,” Ulum Islamiyyah 23 (April 2018): 97,. 
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mikroorganisme seperti ragi, sementara destilasi digunakan untuk 

meningkatkan kadar alkohol dalam minuman tersebut.6 

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 10 Tahun 2018 tentang produk 

makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol, dijelaskan 

bahwa minuman beralkohol yang masuk katagori khamr adalah minuman 

yang mengandung alkohol atau etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5% minuman 

beralkohol yang masuk katagori khamr adalah najis dan hukumnya haram 

diminum. 

Sedangkan secara ilmiah, khamr yang memabukkan kadar alkohol 

dalam darah (BAC) yang menunjukkan seseorang mabuk secara hukum 

adalah 0,8%.7 Dalam Al-Quran, khamr atau minuman yang memabukkan 

secara tegas diharamkan karena dampaknya yang merusak akal, moralitas, 

dan kehidupan sosial. 

Larangan ini didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya 

adalah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 – 91: 

ياِّايهاِّالذينِّامنواِّانماِّالخمرِّوالميسرِّوالنَصابِّوالزَلمَِّرجسِّمنِّعملِّالشيطانِّفاجتنبوهِِّّ

انماِّيريدِّالشيطانِّانِّيوقعِّبينكمِّالعداوةِّوالبغضاءِّفيِّالخمرِّوالميسرِّويصدكمِّعنِِّّ لعلكمِّتفلحون

  ذكرِّاللِّوعنِّالصلاةِّفهلِّانتمِّمنتهون

Ayat di atas dengan tegas mengharamkan khamr, yaitu minuman 

beralkohol, dan menganggap sebagai perbuatan yang keji. Larangan ini 

bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah peringatan serius yang 

 
 6 Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol. 

 7 Ghina Raudlotul Jannah dan Rachmad Risqy Kurniawan, Hukum Khamr dalam Islam, 17 

Mei 2022, 
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menegaskan bahwa khamr adalah tindakan yang berasal dari godaan setan. 

Dalam perspektif Islam, perbuatan yang dikaitkan dengan setan dianggap 

sangat berbahaya karena dapat merusak akhlak, mengganggu ketentraman, 

serta menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. 

Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dan akal 

manusia dari hal-hal yang merugikan. sehinga pengharaman khamr tidak 

hanya didasarkan pada dampak fisik, tetapi juga pada dampak spiritual dan 

sosial yang lebih luas.8 Saat ini, di Indonesia penjualan khamr yang lebih 

dikenal dengan minuman beralkohol, semakin marak dan mulai dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar di masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dengan 

jelas di berbagai kota besar, termasuk Kabupaten Sleman, dimana peredaran 

minuman beralkhohol tidak hanya terbatas pada tempat-tempat hiburan 

malam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai tempat umum. Fenomena 

ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat karena 

konsumsi minuman beralkohol sering kali dikaitkan dengan berbagai 

dampak negatif, baik dari segi kesehatan, moral, maupun sosial. 

Merespon fenomena ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berallkohol. Tujuan 

diterapkan Perda ini untuk mengatur, membatasi, serta mengawasi 

peredaran minuman berallkohol di kabupaten sleman sendiri, sebagai 

 
 8 Perda Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Minuman Beralkohol. 
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bentuk perlindungan bagi masyarakat sekitar, khususnya generasi muda dan 

anak -anak yang masih di bawah umur dari berbagai dampak kerusakan 

moral, hingga masalah kesehatan. Melalui Perda ini pemerintah daerah ini 

berharap dapat menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial, serta 

menjamin ketentraman masyarakat dengan mengurangi akses masyarakat 

dalam mengkonsumsi minuman beralkohol yang berbahaya tersebut. 

Kabupaten Sleman dikenal dengan daerah wisata dan juga dikenal sebagai 

kota pelajar. 

Kabupaten Sleman ini banyak terdapatpelajar dan mahasiswa baik 

dari Daerah Istimewa Yogyakarta maupun mahasiswa yang berasal dari 

daerah lain untuk melanjutkan jenjang pendidikanya di kampus-kampus 

yang terletak di kabupaten Sleman. Selain itu, kabupaten Sleman juga 

dikenal sebagai daerah yang memiliki dunia hiburan malam yang ada 

diberapa tempat di Sleman. selain menampilkan hiburan malamnya tempat 

hiburan malam juga menyediakan berbagai minuman beralkohol, tidak 

hanya di tempat hiburan malam minuman beralkohol juga mudah beredar 

atau mudah didapatkan, Seperti Out let 23 satu tempat penjualan minuman 

beralkohol yang barada dikabupaten Sleman. 

Minuman beralkohol bisa mudah dibeli di kios-kios di pinggir jalan. 

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang 

dalam hal ini adalah Pemerintan Daerah Kabupaten Sleman tidak tinggal 

diam dalam menghadapi kasus atau permasalahan pengedaran dan 

penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, sebagai buktinya 
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adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Daerah pada 

tahun 2019 telah membuat peraturan daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang 

pengendalian dan pengawasan minuman berallkohol, dimana Peraturan 

Daerah tersebut telah memuat aturan-aturan mengenai minuman beralkohol 

dan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar Peraturan Daerah 

tersebut. 

Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum 

administrasi. Sedangkan Izin secara umum adalah persetujuan yang 

didasarkan pada kekuasaan mengatur pemerintah beralaskan hukum 

dimaksud sebagai alat untuk kebaikan bagi masyarakat.9 Izin penjualan 

minuman beralkohol menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang pengendalian dan 

pengawasan minuman berallkohol. Peraturan ini mengatur bahwa penjualan 

hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu yang telah memenuhi 

persyaratan dan memperoleh izin resmi. Langkah ini bertujuan untuk 

mengontrol peredaran minuman beralkohol sehingga tidak meluas tanpa 

kendali.10 

Dalam persepkif hukum, izin ini memberikan alat pemerintah untuk 

mengawasi dan membatasi akses masyarakat, khususnya generasi muda dan 

anak- anak terhadap minuman berallkohol yang kebanyakan mengangap 

minuman berallkohol adalah sesuatau pelarian untuk menenangkan pikiran 

 
 9 Perda Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Minuman Beralkohol. 

 10 Kevin Pramudya Sejati, “Bahaya Minuman Beralkohol Kevin Pramudya Sejati,” 

preprint, Open Science Framework, 8 Oktober 2021, 
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saat patah hati ataupun saat mendapat cobaan berat dalam hidupnya dan 

sebagai anggapan bahwa minuman beralkohol dizaman sekarang 

menurupakan hal yang kekinian bahkan banyak juga yang mengangap hal 

itu wajar buat dikonsumsi, padahal minuman yang mengandung allkohol 

memiliki dampak yang sanggat berbahaya untuk generasi muda dan anak- 

anak di bawah umur.  

Alkohol jika dikonsumsi tidak hanya menyerang akal sehat saja 

bahkan dapat menyerang organ tubuh, dan bisa mendatangkan banyak hal 

yang buruk lainya bagi kesehatan manusia seperti kerusakan syaraf, 

gangguan jantung, bahkan bisa menurunkan kecerdasan dan masih banyak 

sisi buruk lainya.11 Melalui sistem perizinan ini pemerintah juga dapat 

menjaga keseimbangan antara kepentinga ekonomi dan sosial, sekaligus 

mencegah peredaran minuman berbahaya di tempat- tempat umum. 

Pengawasan ketat ini diharapkan dapat menguranggi resiko krimininalitas 

dan degradasi moral akibat konsumsi alkohol. 

Penelitian ini berangkat dari keingintahuan peneliti terhadap 

fenomena maraknya penjualan minuman beralkohol serta keberadaan 

tempat-tempat hiburan dan pesta di wilayah Kabupaten Sleman. Fenomena 

tersebut menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol di kalangan 

permintaan pasar cukup tinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan 

mengenai bagaimana pemerintah daerah mengatur dan mengawasi 

 
 11 Muhammad Zaki, (Ba’i an-Najsy dan ba’i al-Ghubn),” Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, 

Perbankan dan Manajemen Syariah 3, no. 1 (2021): 17–25. 
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peredaran serta penjualan minuman beralkohol. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk menelaah secara mendalam ketentuan yang terdapat dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, khususnya terkait 

aspek perizinan dan pengawasan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 

Pengendalian dan Pengawasa Minuman Beralkohol serta Pelaranganya 

Minuman Oplosan dengan prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah yang 

menegaskan keharaman transaksi yang melibatkan khamar. Meskipun perda 

ini bertujuan untuk membatasi dampak negatif alkohol terhadap 

masyarakat, tetapi jika di lihat melalui persepektif syaraiah ini belum 

sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip jual beli syariah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian mengangkat 

judul penelitian : Tinjauan Yuridis Normatif Legalisasi Minuman 

Beralkohol (Studi Terhadap Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Pengendalian Dan Pengawaan Minuman Beralkohol). 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 

pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimana Keseuaian perizinan resmi penjualan minuman beralkohol 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 

dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Mentri Perdagangan? 
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2. Bagaimana perizinan minuman beralkohol dalam Perda kabupaten 

Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Teori kepastian hukum ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini. Adapun 

tujuan yang dimaksud adalah: 

a. Untuk  mengetahui  format  resmi  perizinan  penjualan  minuman 

beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 

tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. 

b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terkait 

perizinan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kota Sleman 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman 

beralkohol.  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian di atas, maka adapun penelitian yang diharapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Dapat kita lihat bahwa manfaat penelitian ini secara teoritis 

diharapkan mampu memberikan manfaat untuk tempat pengembangan 

pemikiran dalam bidang keilmuan, khususnya di permasalahan perizinan 

penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman 8 Tahun 
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2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di 

Kabupaten Sleman terutama untuk masyarakat muslim apakah sudah 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

2. Manfaat secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki suatu 

manfaat yang memberi suatu hal dalam kontribusi pemikiran secara luas 

terhadap permasalahan perdaran dan pengawasan minuman beralkohol 

di Kabupaten Sleman, serta mengetahui bagaimana perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah dalam memandang pelaksanaan Perda Kabupaten 

Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang pengendalian dan pengawasan 

minuman beralkohol. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

informasi bagi masyarakat terkait perizinan penjualan minuman 

beralkohol di Kabupaten Sleman, sehingga masyarakat mengetahui 

terkait dengan hukum yuridis dan hukum Islam dalam penjualan dan 

mengonsumsi minuman beralkohol. 

E. Telaah Pustaka  

Telaah pustaska relevan yang penyusun dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Peneliti dari Rizky Pratama (2021) yang berjudul “Legalisasi 

Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Ditinjau dari Asas Otonomi 

Daerah”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan 

fokus pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur minuman 

beralkohol. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang dilakukan, 
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skripsi ini menyimpulkan bahwa legalisasi minuman beralkohol dalam 

peraturan daerah bukan merupakan bentuk pembolehan mutlak, melainkan 

kebijakan pengendalian dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungi 

masyarakat.12 

 Selain itu, peneliti ini menegaskan bahwa ketiadaan undang-undang 

khusus mengenai minuman beralkohol di tingkat nasional menyebabkan 

terjadinya variasi pengaturan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan 

harmonisasi regulasi agar tidak terjadi disharmonisasi antara kebijakan 

daerah dengan kepentingan nasional. Rizky Pratama (2021) dalam peneliti 

menyimpulkan bahwa pengaturan minuman beralkohol dalam peraturan 

daerah merupakan bentuk legalisasi terbatas yang bertujuan untuk 

pengendalian dan pengawasan. Perda dipandang sah secara yuridis sebagai 

pelaksanaan asas otonomi daerah, selama tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.13 

Peneliti Ahmad Fauzan (2019) ”Tinjauan Yuridis Normatif terhadap 

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol” Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia berdasarkan hasil penelitian yuridis 

normatif yang dilakukan, skripsi ini menyimpulkan bahwa peraturan daerah 

tentang pengendalian minuman beralkohol merupakan instrumen hukum 

yang sah dalam sistem hukum Indonesia, selama pembentukannya 

 
 12 Riski Pratama, (Universitas Gadjah Mada, 2021). 

 13 Riski Pratama, “Legalisasi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Ditinjau dari 

Asas Otonomi Daerah.” 
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memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pengaturan minuman beralkohol dalam peraturan daerah tidak dimaksudkan 

sebagai pembolehan bebas, melainkan sebagai upaya pengendalian dan 

pembatasan peredaran minuman beralkohol melalui mekanisme perizinan, 

pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif. Dengan demikian, konsep 

legalisasi dalam perda lebih tepat dipahami sebagai legalisasi bersyarat atau 

legalisasi terbatas. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk mengatur minuman beralkohol berdasarkan prinsip 

otonomi daerah, khususnya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan 

melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol. Namun, 

kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum nasional dan 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Selain itu, peneliti ini menegaskan bahwa belum adanya pengaturan 

yang komprehensif di tingkat undang-undang menyebabkan peraturan 

daerah menjadi instrumen utama dalam pengendalian minuman beralkohol. 

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar pengaturan di daerah 

tidak menimbulkan perbedaan kebijakan yang berlebihan.14 

Peneliti Affandi Makmur Limpo dan Patawari Patawari, Peneliti ini 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan 

Pengawasannya belum berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun secara 

 
 14 Ahmad Fauzan (2019), (Universitas Islam Indonesia, 2019). 
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normatif perda tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk 

melarang peredaran minuman beralkohol, dalam praktiknya masih 

ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasi. 

 Dari aspek yuridis sosiologis, penelitian ini menegaskan bahwa 

keberhasilan suatu peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kejelasan 

norma hukumnya, tetapi juga oleh kesiapan aparatur, efektivitas 

pengawasan, dan dukungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penulis 

merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, 

penegakan hukum yang tegas, serta penyempurnaan regulasi pendukung 

agar tujuan perda dapat tercapai secara optimal.15 

Peneliti Lukmanul Hakim Tentang Tinjauan terhadap peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelangaran, pengawasan, dan 

pengendalian minuman beralkohol di kota bandung. (2016) berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dalam jurnal 

“Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota 

Bandung”, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut secara 

normatif telah disusun berdasarkan kewenangan pemerintah daerah 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan 

utama untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, 

 
 15 Affandi Makmur Limpo dan Patawari Patawari, Khatulistiwa Law Review 1, no. 1 

(2020): 20. 
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serta mengantisipasi dampak negatif peredaran minuman beralkohol 

terhadap kesehatan dan moral masyarakat. 

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan 

regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang 

diharapkan,  karena  dalam  praktiknya  masih  ditemukan  berbagai 

permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum, 

seperti lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan aparat 

pengawas, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat. 

Akibatnya, peredaran minuman beralkohol, khususnya yang tidak berizin, 

masih tetap terjadi meskipun telah ada larangan dan pengendalian yang 

diatur secara tegas dalam perda. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan 

bahwa efektivitas Perda Nomor 11 Tahun 2010 tidak hanya ditentukan oleh 

kekuatan norma hukum yang tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada 

konsistensi implementasi, pengawasan yang berkelanjutan, serta komitmen 

pemerintah daerah dalam menegakkan aturan secara menyeluruh.16 Secara 

yuridis normatif Perda tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dan 

dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah dalam melindungi ketertiban 

umum, kesehatan masyarakat, serta nilai-nilai sosial. 

Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 

efektivitas penerapan perda belum berjalan optimal akibat lemahnya 

pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta masih tingginya 

 
 16 H Lukmanul Hakim., Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 

Pelarangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung.  
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pelanggaran di lapangan. Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan 

penelitian penulis mengenai tinjauan yuridis normatif legalisasi minuman 

beralkohol dalam Perda  Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019, 

khususnya dalam melihat perbedaan pendekatan kebijakan hukum daerah, 

di mana Kota Bandung lebih menitikberatkan pada pelarangan, sedangkan 

Kabupaten Sleman mengatur legalisasi terbatas melalui mekanisme 

pengendalian dan perizinan. Oleh karena itu, peneliti Lukmanul Hakim 

menjadi rujukan penting dalam menganalisis apakah pendekatan legalisasi 

terbatas yang diterapkan di Kabupaten Sleman mampu memberikan 

kepastian hukum dan efektivitas pengawasan yang lebih baik dibandingkan 

kebijakan pelarangan secara ketat. 

F. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup beberapa teori terdiri 

atas beberapa konsep dan teori yang mendasari aspek legalisasi minuman 

beralkohol, menggunakan Teori Hukum dan Norma : hukum positif, hukum 

agama, dan fatwa MUI. terutama berkenaan dengan bagaimana Fatwa MUI 

berinteraksi dengan peraturan daerah seperti Perda Sleman. Teori-teori yang 

akan dibahas meliputi hukum positif, dan penerapan hukum dalam 

masyarakat, terutama terkait dengan pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman 

No. 8 Tahun 2019. 

1. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol 

Fatwa sebagai norma keagamaan sosial yang mempunyai kekuatan moral 

dan acuan etik di masyarakat Islam sekaligus alat untuk membentuk 
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norma sosial dan potensi ke arah regulasi hukum positif.17 Menetapkan 

bahwa konsumsi minuman beralkohol (khamr) adalah haram bagi umat 

Islam, Minuman beralkohol dikategorikan sebagai najis jika alkoholnya 

berasal dari khamr, Penggunaan alkohol/etanol yang tidak berasal dari 

khamr tidak najis, secara berbeda kalau tidak membahayakan secara 

medis, Ketentuan kadar minuman beralkohol yang masuk kategori khamr 

adalah yang mengandung alkohol/etanol minimal 0,5%., Rekomendasi 

fatwa mencakup larangan peredaran minuman beralkohol dan tidak 

memberikan izin pendirian pabrik minuman alkohol. 

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 sebagai dasar normatif keagamaan, 

yang mengharamkan khamr atau minuman beralkohol di atas kadar 

tertentu, dan mengharuskan larangan peredaran minuman beralkohol. 

Tinjau pasal-pasal fatwa yang relevan, seperti definisi minuman 

beralkohol, kadar, dan kewajiban larangan. Posisi fatwa dalam sistem 

hukum nasional fatwa MUI tidak otomatis menjadi hukum positif yang 

mengikat, tapi bisa menjadi sumber inspirasi atau acuan dalam 

penyusunan regulasi daerah (Perda), dan bagaimana harmonisasi antara 

fatwa dan hukum positif di mana Perda Sleman berdiri.18 

2. Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre) Hans Kelsen 

Hans Kelsen (1881–1973) adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal 

Austria yang terkenal dengan Teori Hukum Murni (Pure Theory of 

 
 17 Fatwa-MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol.” 

 18 “Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol". 
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Law). Teori ini bertujuan untuk menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu 

yang murni, bebas dari pengaruh politik, moral, sosiologi, psikologi, 

dan agama. 

Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) yang dikemukakan oleh 

Hans Kelsen merupakan sebuah pendekatan normatif yang memandang 

hukum sebagai sistem norma yang otonom dan bersifat murni, terlepas 

dari pertimbangan moral, politik, atau sosial. Kelsen berargumen bahwa 

objek ilmu hukum bukanlah tindakan manusia atau realitas sosial, 

melainkan norma-norma yang mengatur perilaku hukum secara formal; 

hukum dipelajari sebagai das Sollen (apa yang seharusnya dilakukan 

menurut aturan), bukan das Sein (apa yang terjadi secara faktual) 

sehingga hukum bebas dari campur tangan nilai-nilai non-yuridis.19 

Dalam teori ini, hukum disusun secara hierarkis (Stufenbau) di 

mana norma yang lebih rendah mendapat legitimasi dari norma yang 

lebih tinggi hingga mencapai grundnorm atau norma dasar yang 

diasumsikan keberadaannya untuk memberi validitas pada keseluruhan 

sistem hukum. Dengan demikian, validitas suatu norma hukum hanya 

bisa dipahami dari hubungan hirarkisnya dalam sistem norma, bukan 

karena isi moralnya. Pendekatan ini menegaskan legalitas dan kepastian 

hukum, tetapi juga dikritik karena mengabaikan faktor keadilan sosial 

dan realitas empiris dalam penerapan hukum.Menurut Kelsen, hukum 

 
 19 Muhammad Rajasa Danny Alamsyah dan Mohammad Ikhsan, Terhadap Teori Hukum 

Murni Hans Kelsen.  
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adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang 

menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan 

beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Hans Kelsen 

berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norma yang 

merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.20 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ialah cara untuk mengetahui proses dari suatu penelitian 

supaya dalam membahas permasalahan menjadi lebih mudah dan tertata, 

sehingga menggunakan metode diantaranya sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian Yuridis Normatif 

Metode penelitian adalah suatu cara yang memiliki sifat sistematis atau 

terstruktur yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah disusun. Dalam 

pembahasan metode penelitian berarti membahas tentang langkah 

ilmiah untuk menemukan sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan 

ilmu yang digunakan untuk mengupas sebuah permasalahan yang ada. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini termasuk penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang 

bersifat normatif. Sifat penelitian yang mengatakan bahwa hukum 

sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial 

lainnya 

 
 20 Bambang Setia Merpati Praptomo, Pemikiran Hans Kelsen Dalam Teori Hukum Murni 

(Suatu Telalah Filsafat Hukum). 
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3. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. 

Pendekatan dalam Peraturan Pemerintah bertujuan untuk menganalisis 

permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum 

yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh 

dilapangan. Pada penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya 

atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud 

mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, 

dengan menggunakan pendekatan ini dapat menghindari pemalsuan 

data. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada pihak 

Dinas perdagangan kabupaten sleman sebagai pemberi izin penjualan 

minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer sama 

dengan data asli atau data yang terbaru. Data primer menjadi salah 

satu unsur penting karena mendapatkan data atau sumber dari orang 

pertama baik secara individu maupun perorangan, Dalam konteks 

penelitian ini, data primer mencangkup berbagai peraturan yang 

mengatur penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di 

Kabupaten sleman terkhusus Perda Kabupaten Sleman No.8 Tahun 

2019. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan. 

Sumber-sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-

surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai 

dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan 

hukum. Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, 

sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan 

hukum yang memiliki otoritas.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: 

1. Perundang-undangan 

a. Peraturan Presiden Tahun 2013 Tenteng Pengendalian 

Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 

b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan 

Penjualan Minuman Beralkohol. 
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 

2019 Tentangn Pengendalian Dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol. 

d. buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya 

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pada 

penelitian kali ini sumber hukum sekunder penulis ialah 

alQur’an yang membahas mengenai larangan untuk 

mendekati atau mengkonsumsi minuman beralkohol atau 

khamr. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Analisis data dan informasi 

Metode analisis data dan informasi dari proses interaksi antara 

intasi terkait dan sumber informasi atau orang yang melalui 

komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka dengan sumber 

informasi, yaitu pihak dinas perdagangan kabupaten sleman 

sebagaipemberi izin penjualan minuman beralkohol Kota Sleman. 

Hal ini digunakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden, pertanyaan terkait bagaimana pihak 

yang akan meminta izin dapat mengetahui adanya peraturan 

tersebut, bagaimana sistem pengajuan perizinan penjualan 

minuman beralkohol, dan bagaimana dampak dari adanya 

perizinan dalam penjualan minuman beralkohol. 

b. Dokumentasi 



23 
 

Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang 

berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal 

kegiatan, majalah, surat kabar, atau karyakarya monumental dari 

seseorang. Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya 

yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk 

menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, 

bahagia dan lainlain. 

Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan 

detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting 

untuk keberlanjutan penulisan. Dengan demikian, penulis telah 

mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti nama toko penjual, 

lokasi penjualan dan catatan yang lainnya terkait perizinan 

penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan 

yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan. Adapun analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari 

membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan 
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jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk 

dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut 

apakah diterima atau ditolak. 

Berupaya mengenalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, 

baik realita hukum inconcreto ataupun pada bekerjanya hukum pada 

realita sosial. Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan 

analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses 

pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-

langkah dengan menyusun secara induktif. 

Adapun tahapan- tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan 

analisis yakni: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan 

laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah 

dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. 

H. Sistematika Penelitian 

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarah 

penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi. 



25 
 

Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu 

dengan yang lainya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. 

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V. 

BAB II :  TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALISASI DAN 

PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL Pada Bab ini membahas 

tentang pengertian dan jenis minuman beralkohol, serta melihat ketentuan 

hukum nasional terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol 

melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri 

perdagangan dan peraturan daerah kabupaten sleman. konsep legalisasi 

dalam perspektif hukum serta tujuan hukum islam terhadap minuman 

beralkohol. 

BAB III : PENGATURAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN 

BERALKOHOL DALAM PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8  

TAHUN 2019 Pada Bab III dibahas tentang gambar umum kabupaten 

sleman dengan membahas latar belakang terbentuknya peraturan daerah 

kabupaten sleman nomor 8 tahun 2019 dengan melihat subtansi hukum 

dalam peraturan daerah kabupaten sleman no 8 tahun 2019 dan analisis 

perizinan penjualan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah 

kabupaten sleman 
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BAB IV : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP 

LEGALISASI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERDA 

KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2019 Pada Pembahasan 

BAB IV yakni analisis normative terkait perda nomor 8 tahun 2019 

kabupaten sleman tentang pengendalian dan penawasan penjualan minuman 

beralkohol. Melihat perda ini berdasarkan teori hukum murni dari hans 

kelsen dan analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perizinan 

penjualan minuman beralkohol. 

BAB V : PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara 

keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kesesuaian Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Perda 

Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dengan Peraturan Presiden dan 

Peraturan Menteri Perdagangan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara 

yuridis normatif, pengaturan perizinan penjualan minuman beralkohol 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 pada 

prinsipnya telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Presiden Nomor 74 

Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, serta 

regulasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2021. 

Perda tersebut tidak memberikan pembolehan secara bebas terhadap 

penjualan minuman beralkohol, melainkan menerapkan konsep legalisasi 

terbatas melalui mekanisme perizinan yang ketat, pembatasan lokasi 

penjualan, klasifikasi jenis minuman beralkohol, serta pengawasan oleh 

pemerintah daerah. Penjualan minuman beralkohol hanya diperkenankan 

di tempat-tempat tertentu seperti hotel, restoran, dan bar yang telah 

memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh izin resmi melalui 
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sistem OSS, sehingga mencerminkan adanya upaya pengendalian dan 

pembatasan sebagaimana dikehendaki oleh regulasi nasional. 

Dengan demikian, dari sudut pandang hierarki norma hukum, Perda 

Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 memiliki keabsahan dan 

legitimasi hukum serta tidak bertentangan dengan kebijakan hukum 

nasional di bidang perdagangan dan pengendalian minuman beralkohol. 

2. Tinjauan Perizinan Minuman Beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman 

Nomor 8 Tahun 2019 Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 dan 

Teori Kepastian Hukum 

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum 

Alkohol, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perizinan penjualan 

minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 

2019 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Fatwa MUI secara tegas menyatakan bahwa minuman beralkohol yang 

tergolong khamr hukumnya haram, baik dari sisi konsumsi, produksi, 

maupun perdagangannya, serta menganjurkan pelarangan peredaran 

minuman beralkohol demi menjaga kemaslahatan umat, khususnya dalam 

rangka menjaga akal (hifẓ al-‘aql) sebagai salah satu tujuan utama maqāṣid 

al-syarī‘ah. 

Oleh karena itu, meskipun Perda Sleman bertujuan untuk membatasi 

dan mengendalikan dampak negatif alkohol, secara normatif kebijakan 
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 perizinan tersebut masih bertentangan dengan prinsip dasar jual beli 

dalam hukum Islam yang melarang transaksi atas objek yang diharamkan. 

Namun demikian, apabila ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan 

Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 

Tahun 2019 telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, 

pelaku usaha, dan masyarakat, karena disusun berdasarkan kewenangan 

yang sah, memiliki kejelasan norma, serta dilengkapi dengan mekanisme 

pengawasan dan sanksi administratif. 

Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara hukum 

positif yang menekankan legalitas dan kepastian hukum dengan hukum 

Islam yang menitikberatkan pada nilai kemaslahatan dan larangan khamr, 

sehingga Perda ini sah secara hukum positif, namun problematis apabila 

dinilai dari perspektif hukum ekonomi syariah. 

Sintesis antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Menilai 

Legalisasi Terbatas Minuman Beralkohol di Sleman 

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa legalisasi 

minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 

2019 harus dipahami sebagai legalisasi administratif dan terbatas, bukan 

sebagai bentuk pembenaran moral atau religius terhadap konsumsi 

minuman beralkohol. Dalam kerangka hukum positif, kebijakan ini 

berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial untuk mencegah 

peredaran ilegal, melindungi ketertiban umum, dan memberikan kepastian 

hukum. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut. Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, agar dalam 

melakukan evaluasi dan pembaruan Peraturan Daerah tentang pengendalian   

minuman   beralkohol   ke   depan,   tidak   hanya mempertimbangkan aspek 

yuridis formal dan administratif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial 

dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi antara hukum 

positif dan nilai hukum Islam perlu dipertimbangkan agar kebijakan daerah 

memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi moral. 

Kedua, kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman, disarankan 

untuk terus memperketat mekanisme perizinan dan pengawasan, khususnya 

terkait lokasi penjualan, jenis usaha, serta kepatuhan terhadap ketentuan 

perizinan. Penguatan aspek pengendalian ini penting untuk meminimalisasi 

dampak negatif peredaran minuman beralkohol, terutama di lingkungan 

masyarakat dan generasi muda. 

Ketiga, kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, 

disarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan 

hukum terhadap pelanggaran Perda, disertai dengan pendekatan persuasif dan 

pembinaan kepada pelaku usaha. Penegakan hukum yang konsisten dan 

berkeadilan akan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan 

kepatuhan masyarakat terhadap Perda yang berlaku. 

Keempat, kepada pembuat kebijakan di tingkat nasional, diharapkan 

dapat merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait pengendalian 
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minuman beralkohol dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan 

hukum Islam secara seimbang, mengingat Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas penduduk Muslim. Pendekatan ini diharapkan dapat 

menciptakan kebijakan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, 

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi 

masyarakat. 

Terakhir, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih 

lanjut implementasi Perda minuman beralkohol dari perspektif sosiologis 

atau empiris, sehingga dapat melengkapi kajian normatif yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini. 

Namun, dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut tetap 

dipandang belum ideal karena membuka ruang transaksi atas barang yang 

secara syar‘i diharamkan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa 

meskipun Perda Sleman sah secara yuridis dan konsisten dengan sistem 

hukum nasional, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih berorientasi pada 

nilai-nilai keagamaan dan sosial masyarakat Sleman yang mayoritas 

beragama Islam, agar pengaturan minuman beralkohol ke depan tidak hanya 

menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan prinsip 

kemaslahatan, perlindungan moral, dan nilai-nilai hukum Islam secara lebih 

komprehensif. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda Kabupaten Sleman 

Nomor 8 Tahun 2019 sah secara yuridis normatif dalam sistem hukum 

nasional, namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai hukum Islam 
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sebagaimana tercermin dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009. Perda ini 

berada pada posisi dilematik antara tuntutan kepastian hukum administratif 

dan tuntutan moral-keagamaan masyarakat. 
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